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BAB IV

PENERAPAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN

PEMBIAYAAN AL QARDH

A. Analisis Penerapan Akta Jaminan Fidusia dalam Perjajian PembiayaanAl

Qardh

Pada dasarnygab gabul harus dilakukan dengan lisan, akan tetapi kalau
tidak memungkinkan karena bisu, berjauh dari bagamy dibeli (tempat), maka
boleh dengan perantara surat menyurat yang menggradtiijab gabul! Dalam
penerapan pembiayaah gardh yang terjadi di BMT Asy Syifa’ Weleri Kendal,
ijab gabuldilakukan dengan surat menyurat yaitu dengan adpagjanjian akad
al gardh dan perjanjian pembiayaan bulanan yang ditandatangah kedua
belah pihak yang mana dalam perjanjian tersebudraesingkat terdapat data
pribadi dari kedua belah pihak, pembayaran pemhbiaygangka waktu
pembiayaan, jumlah pembiayaan yang disetujui, {p@escidera janji, jaminan
yang dijaminkan, serta bagi hasil yang disepakatiatra anggota dengan pihak
BMT Asy Syifa’ Weleri Kendal.

Dalam pembiayaaral qardh selain ada perjanjian akaal gardh ada
perjanjian ikutan yang dilakukan antara anggotagdenBMT yaitu perjanjian

pengikatan jaminan yang diikat dalam sebuah aktangn fidusia. Dikatakan

! Muhammad Hasbi ash Shiddieq®engantar Figh Mu’amalah(Semarang: Pustaka Rizki
Purta, 1999) hal. 30.
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perjanjian ikutan karena akta jaminan fidusia mekam perjanjian yang timbul

setelah adanya perjanjian pokok yaitu perjanjiantpayaan akadl gardh Jadi.

tidak akan ada akta jaminan fidusia selama tidakpdjanjian pembiayaan. Hal

ini terlihat dalam akta jaminan fidusia yaitu :

a. Poin A dinyatakan telah dibuat dan ditandatangaratperjanjian kredit yang
dilakukan antara pihak BMT sebagai kreditur dangatg sebagai debitur.

b. Poin B dinyatakan bahwa untuk menjamin dan menamggerbayarnya
utang maka pihak debitur diwajibkan memberikan jami

c. Poin C dinyatakan bahwa kedua belah pihak antageditiar dan debitur
menyatakan telah sepakat untuk mengadakan perjatgatang jaminan
fidusia.

d. Pada pasal 10 dinyatakan bahwa “akta ini merupbkgran yang terpenting
dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit?...

Dalam menyalurkan pembiayaat gardh kepada anggota, pihak BMT
mensyaratkan kepada anggota untuk menyerahkandgoagdragai jaminan atas
pelunasan utang. Pembiayaan diamankan dengan agamggaratan jaminan
dengan tujuan untuk menghindari adanya resiko aaggengguna dana tidak
dapat mengembalikan pembiayaan. Apabila anggotgguea dana oleh karena
sesuatu sebab tidak mampu melunasi hutangnya niladda BMT dengan bebas

dapat menjual dan menutup pembiayaan dari hasii@em jaminan dimaksud.

2 3alina Akta Jaminan Fidusia
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Pensyaratan jaminan dalam pembiayaan dilakukamé&apada dasarnya,
sumber dana yang disalurkan berasal dari anggatatabungan para anggota.
Dengan demikian, dana yang disalurkan dalam pemar harus dilakukan
secara hati-hatpfudenj.

Mekanisme yang dilakukan dalam pembiayadngardh mengharuskan
adanya jaminan telah sesuai dengan prosedur yaeiguakan oleh fatwa DSN
No. 19 DSN-MUI Nomor : 19/DSN-MUI/2000 tentangl Qardh bahwa
diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah hiamaiperlukan.
Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menterandei§operasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.2/RERUKM/X/2007 bahwa
landasan kerja sebuah Koperasi Jasa Keuangan dyaridalam
menyelenggarakan usahanya berdasarkan prinsip’'@yatan fatwa Dewan
Syari’ah Nasional.

Adapun mengenai ketentuan dan syarat-syarat ydetapkan oleh BMT
Asy Syifa’ Weleri Kendal bagi seorang anggota yaingin mengajukan
pembiayaan khususnya pembiayaaln gardh dianggap sudah cukup sesuai
dengan koridor hukum Islam yang dalam hal ini ddd&ansepal gardh dalam
Islam. Dalamal gardh bisa dikatakan sah apabila sudah terjgdi qobul sebab
ijab gobul menunjukkan rela atau tidak rela seseorang dakarakbhd. Dimana
dalam pembiayaan di BMT Asy Syifa’ sudah terjadségakatan yang dibuat
dalam perjanjian pembiayaan sebagaimana diuraikéandBab Ill bahwa ada

kesepakatan antara pihak BMT Asy Syifa’ dengan ataggebelum mengadakan
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akad pembiayaaal gardh Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisat aya

29 :
20N DA P oS & AV OR8K OO
B -MADH OB = oo BAURGOE -0

&MANE & O Pe RO QP I2OEZM @ e R
g FEAECRQHE EVvie0+x JTORK OO60OOVRNE
AL 0> HAIRO BAMVMUDHET Dz oo @0
ILAIR=  Yoyatiafs A F oS OO RO
EX AP @ TOON OG0
Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlahnka saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecualigdenjalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka t@irarkamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhngé Abalah
Maha Penyayang kepadart@S. an-Nisa’:29)

Dengan ditandatanganinya akad pembiayalgardh yang ada di BMT
Asy Syifa’ tersebut, hal ini berarti telah terjddisepakataifan tarodhin/ ridho)
antara pihak anggota dengan BMT Asy Syifa’, dangdendemikian pula akan
timbul hak dan kewajiban yang harus dilakukan ol@dua belah pihak,

sebagaimana yang tertuang dalam akad pembiayagmndh.

Barang jaminan yang telah diserahkan kepada pihBK Ekemudian
diadakan perjanjian pengikatan jaminan yang didatm sebuah akta jaminan
fidusia. Akta jaminan fidusia ini merupakan perjanjikutan dari perjanjian
pembiayaan yang dibuat secara notariil dan kemudidaftarkan di Kantor
Pendaftaran Jaminan Fidusia. Akta jamian fidusiadibuat oleh notaris yang

didaftarkan oleh penerima fidusia (BMT) sedang atgdnanya menandatangani
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perjanjian pembiayaan yang didalamnya terdapat a&kysenuh menyerahkan

barang jaminan secara fidusia.

Akta jaminan fidusia merupakan pernyataan kesepakgtembebanan
jaminan fidusia antara anggota sebagai pihak penfidesia dan BMT sebagai
pihak penerima fidusia. Sebagaimana telah diipagparttalam Bab Il bahwa
dalam akta jaminan fidusia tersebut ada kesepakpifamk pemberi fidusia
memberikan hak kepemilikan penuh kepada penerichasih selama pemberi

fidusia masih mempunyai kewajiban terhadap penefitogia.

Dalam akta jaminan fidusia terdapat pernyataan hteldilakukan
pembebanan atas objek jaminan fidusia ditempat mhna@bjek jamian fidusia
tersebut berada dan objek menjadi milik penerintusia sedangkan objek

tersebut tetap berada dalam kekuasaan pemberidisieisagai peminjam pakai.

Dari hasil pengamatan, penerapan akta jaminanifidlisasa mempunyai
banyak manfaat. Anggota merasa mendapatkan kemudiiam penguasaan
atas benda yang dijadikan jaminan meskipun kepleamiltelah berpindah tangan
kepada BMT sebagai penyedia dana. Dan anggota rbasirmenggunakan dan
memanfaatkan barang karena yang dijadikan jamimaryahsurat maupun bukti
kepemilikan dari benda tersebut. Bagi pihak BMT kims benda tersebut

dalam penguasaan pemberi fidusia namun BMT mempumgla kepemilikan
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penuh terhadap benda tersebut dan berhak menamilaliersebut apabila pihak

anggota tidak dapat mengembalikan pembiayaan ydalg diberikan.

Pengikatan jaminan secara fidusia hanya diaturnddiakum positif di
Indonesia dan belum diatur berdasarkan Syari’amumapengikatan jaminan
secara fidusia ini memberikan banyak manfaat kepaidak BMT maupun
anggota pengguna dana. Adapun manfaat yang dirayaka :

1. BMT mempunyai hak kepemilikan terhadap benda yarenjadi objek
jaminan meskipun keberadaan benda ada ditangamiangg

2. BMT mempunyai hak penguasaan penuh terhadap beadg gijadikan
jaminan.

3. BMT mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menjualafg jaminan
tersebut apabila nasabah tidak dapat mengembatikama sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan,

4. Anggota pengguna dana tetap dapat memanfaatkangogeng dijadikan
objek jaminan meskipun kepemilikan beralih kepaittalpBMT.

5. Anggota dapat menggunakan barang yang dijadikanngamtanpa harus
membayar biaya sebagai peminjam pakai.

Pada dasarnya, pemberian jaminan dalam pembiaydaklah wajib.
Namun, agar pihak pengguna dana memenuhi kewajbamihak BMT dapat
meminta untuk ditetapkan suatu jaminan tertentuardalakad pembiayaan.
Pembiayaan yang dilakukan di BMT Asy Syifa’ mengakan pembiayaan

dengan skema Syari’ah, namun khusus untuk pemamengikatan jaminan
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masih tetap tunduk dan menggunakan seluruh ketertukum jaminan yang
diatur dalam hukum positif di Indonesia. Oleh karetu, seluruh ketentuan
jaminan yang digunakan dalam penyaluran kredit raeé@nvensional, juga
berlaku bagi pembiayaan dengan menggunakan skeam&hbyyang ada di BMT

Asy Syifa’ Weleri Kendal.

. Analisis Penerapan Akta Jaminan Fidusia dalam Perjajian Pembiayaan Al
Qardh dalam Pandangan Hukum Islam

Pembiayaaral gardh yang dilakukan oleh BMT Asy Syifa’ terjadi setelah
adanya kesepakatan antara BMT dan anggota yangatdidalam sebuah
perjanjian pembiayaan. Selain perjanjian pembiayada perjanjian tambahan
yaitu perjanjian pengikatan jaminan yang disiniaklilkan secara fidusia yang
diikat dalam akta jaminan fidusia.

Dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemiadatalam kepemilikan
atas suatu benda yang dilakukan atas didasiair atau kepercayaan dengan
syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebs¢rahkan dan
dipindahkan kepada penerima fidusia adalah hakrkdigan atas suatu benda
yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kdp@misecara yuridis atas

benda yang dijaminkan beralih kepada penerima iiduSementara itu hak
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kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dik@miriersebut berada di
tangan atau dalam penguasaan pemiliknya.

Dengan adanya penyerahan hak kepemilikan atas ¢aaenpaminan fidusia
ini, tidak berarti bahwa penerima dari jaminan $iduakan betul-betul menjadi
pemilik kebendaan yang dijaminkan dengan fidusiseteut. Namun hanya
kepemilikan sementara selama pemberi fidusia mas#mpunyai kewajiban
kepada penerima fidusia.

Dalam kedudukan sebagai penerima fidusia, maka ripemefidusia
mempunyai hak untuk menjual kebendaan fidusia ydijegninkan kepadanya
“seolah-olah” dia menjadi atau sebagai pemilik d&sbendaan jaminan
dimaksud, bila pemberi fidusi@anprestasi

Dengan kata lain selama pemberi fidusia belum nasluaotangnya, maka
selama itu pula penerima fidusia mempunyai hak kurmenjual kebendaan
fidusia yang dijaminkan kepadanya. Artinya, bilavk@gban atau utang pemberi
fidusia lunas, maka kebendaan fidusia yang dijaamnnkepadanya tersebut akan
diserahkan kembali kepadanya oleh penerima fidusia.

Jaminan utang atau gadai dalam islam dikenal dengfam Para ulama
mendefinisikanrahn adalah penetapan suatu barang yang memiliki ddé&am
pandangan Syari'at sebagai jaminan atas utang g@aitp utang tersebut atau

sebagian darinya dapat dibayar dengan barang ygadaikan.

? Rachmadi UsmarHukum Kebendaar{Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011) hal 284.
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Mengenairahn yang telah ditetapkan dalam Islam, ada dua sygaag
disebutkan dalam, yaitu syarat sah dan syarat &keans
1. Syarat yang pertama yaitu mengenai penguasaabatasy jaminan.
Syarat sah yaitu mengenai penguasaan atas baraggligadaikan yaitu
adanya penyerahan barang sebagai jaminan atasapatuntang, ini berdasar

pada surat al Bagarah ayat 283:

1WBXIHRN®R ON«¢R SOHEFCGAG RO

o I, a5 DX <@l BHXOCOE X e A2 @0
RENKee B <KOVBFLE€EEHSOOL ROIMORLPKHO
v N 74 & AN B> S>> ¢ T 8000

HBILNOD =¥ I ONLAA Lo d 0 erOX+KOoHE+wo
AP rde FARIOGOON @0 O€QOO=@CGOOAOLD
BHXAOCO€EINE & 22 Ju) L JOE =L 16
JIK 2% dm| g BOROORY® ¢ @a S
297 ADEOXRLIRNXKe o WAV fO€EILZ40
o BIO R + o000 R JOX Pl CYAl

EXR S SHONEHON ¢)ODHAOL D¢ &

Artinya :Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'aamatidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Makalaklah
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang ib&mpg).
akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagany lain,
Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan artraya
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allathannya;
dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikangtsian. dan
Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesunggulm
adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mahangetahui
apa yang kamu kerjakatal-Bagarah : 283

2. Syarat yang kedua merupakan syarat yang dapat ntelk@agadai

* Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktédiakarta : Gema Insani, 2001) hal.128.
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Syarat yang kedua merupakan syarat yang dapat nekearahn yaitu
apabila seseorang menggadaikan barang dengan dyanata dia akan
membawa haknya pada masanya, dan jika tidak, makandp tersebut
menjadi milik penerima gadai. Fugaha telah sepeatdaghwa syarat tersebut
mengharuskan batalnya gadai.

Para ulama sepakat bahwa barang agunan (jaminan) hak
kepemilikannya tetap berada ditangan pemiliknyangy®eralih hanyalah
penguasaannya, walaupun tidak dapat ditebus pati@sazh tempa.

Pada zaman Jahiliyah, jika pemilik barang gadaaktithisa membayar
utang pada waktunya, maka barang gadainya lepaspédariliknya dan
menjadi hak milik penggadai. Tetapi kemudian Isiaelarang praktek gadai
semacam inf.

Lalu yang menjadi pertanyaan apakah sama antaiaganfidusia dengan
jaminan ¢ahn) yang dikonsepkan dalam islam? Sedangkan sepigtaskan
diatas bahwa dalam jaminan fidusia terjadi penyarattan pemindahan dalam
kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan ataardeepercayaan dengan
syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebs¢rahkan dan
dipindahkan kepada kreditor penerima fidusia adakhkepemilikan atas suatu
benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehinggakbp&milikan secara yuridis

atas benda yang dijaminkan beralih kepada krege#oerima fidusia. Sementara

® Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiet{gleksi Hadits-Hadits Hukum (Pustaka Rizki
Putra, 2001 ) hal.135.
® Masyfuk ZuhdiMasail Fighiyah (Jakarta : Haji Masagung, 1994) hal.126.
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itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda gigagninkan tersebut berada
di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya.

Sedangkan dalamahn, barang jaminan tidak dibicarakan sebagai sesuatu
yang akan lepas dari tangan pemilik bila penerimi@ry tidak dapat melunasi
sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Para utpakat bahwa barang agunan
itu hak kepemilikannya tetap berada ditangan p&nyh, yang beralih hanyalah
penguasaannya, walaupun tidak dapat ditebus patigatzh tempo. Dan apabila
seseorang menggadaikan barang dengan syarat batakan membawa haknya
pada masanya, dan jika tidak, maka barang tersmlemjadi milik penerima
gadai. Fugaha telah sependapat bahwa syarat tensemgharuskan batalnya

gadai.

Dari pemaparan diatas, sedikitnya dapat dilihab&gai kesimpulan yang
berupa persamaan dan perbedaan antara jaminamafidieisgan jaminan dalam

konsep islamréhn).

Diantara Persamaannya yaitu :

1. Dari segi keberadaan jaminan hutang baik jaminatusfa danrahn
mensyaratkan adanya barang yang dapat dijadikamaamatas pelunasan

utang.
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2. Dari segi maksud adanya jaminan hutang. Baik jamiidusia maupurahn
jaminan dimaksudkan untuk berjaga-jaga atau cadargegi pelunasan

manakala pengguna dana tidak dapat membayar hpgalagwaktunya.

Perbedaan diantara keduanya yaitu :

1. Dalam jaminan fidusia pengguna dana menyatakanpaelerlewenang atas
barang miliknya yang dijadikan jaminan hutang lpéda waktunya ia tidak
dapat melunasi hutangnya, sedangkan dakanm pernyataan semacam itu
tidak ada bahkan para ulama sepakat pernyatas@bterdapat membatalkan
akadrahn.

2. Dalam rahn barang yang dijadikan jaminan pelunasan utand tleralih
kepemilikannya hanya sebatas penahanan ditangareripen gadai,
sedangkan dalam jaminan fidusia terjadi pengaltankepemilikan kepada
penerima gadai,

Pengikatan jaminan dengan akta jaminan fidusia ndalperjanjian
pembiayaanal gardh yang dilakukan oleh pihak BMT Asy Syifa’, dapat
dikatakan bahwa perjanjian tersebut menyerupaugperjanjian hutang piutang
yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah. Dimaakamh akta jaminan tersebut
seperti yang telah dipaparkan dalam Bab IIl batidalam akta jaminan fidusia

tersebut ada kesepakatan pihak pemberi fidusia mekab hak kepemilikan
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penuh kepada penerima fidusia selama pemberi &dwsasih mempunyai
kewajiban terhadap penerima fidusia.

Dalam tradisi orang-orang Arab, apabila orang yaagitang tidak mampu
membayar atau mengembalikan utangnya, maka baradgiag lepas dari
kepemilikannya dan menjadi hak milik orang yang rbemn utang. Islam
menghapuskan hal ini dan melarangnya. Ini berdasapada hadits yang telah
dipaparkan dalam Bab Il yaitu dalam hadits Muawijth Abdullah bin Ja’far
disebutkan bahwa seorang laki-laki menggadaikamuadelbumah di Madinah
sampai batas waktu yang ditentuka. Ketika bataswagla habis dan orang yang
member uang berkata, “Rumah ini menjadi milikku.erifudian Rasulullah

bersabda,
4o jeagle paicaldia jodllaaliacecs sy

Artinya :Gadaian tidak bisa diambil alih dari pemiliknya ygantelah
menggadaikannya. Keuntungan adalah miliknya darudgeannya
adalah tanggunganny@iR Syafi'i, Atsram dan Daruqutni) ’

Penerapan akta jaminan fidusia dalam perjanjianbpsraanal gardh
terdapat kesepakatan bahwa pihak pengguna dahanelaberikan kuasa penuh
dan menyerahkan hak kepemilikan kepada pihak BMEnWut para ulama
kesepakatan dalamhn yang mensyaratkan adanya pemindahan hak kepemilika

atas barang jaminan dari orang yang menggadaik@adie penerima gadai

merupakan salah satu syarat kerusakdm yang menyebabkan batalnya akad

" Bidayatul Mujtahid (Semarang : Asy- Syifa’, 1990) hal. 131.
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rahn. Maka dapat dikatakan bahwa pengikatan jaminaantdahkta jaminan
fidusia ini dikatakan batal karena adanya syaratidakan yang dapat merusak
atau membatalkan akad, begitu pula akad pejangarbfayaaral gardhtersebut.
Karena akta jaminan fidusia sebagai syarat dalaarmpean pembiayaan batal
maka akan mengancam status hukum perjanjian peasidiu sendiri.

Apabila dilihat dari unsur tujuannya, perjanjiariasia akta jaminan fidusia
tersebut adalah suatu bentuk pengamanan terhadagrake@an benda yang
menjadi jaminan. Dimana kepemilikan benda pindatarkgan penerima fidusia
sedang keberadaan benda tetap berada di tangarlikpdranda. Karena
keberadaan benda yang menjadi jaminan ada di tanqmamilik benda,
memungkinkan adanya benda tersebut akan hilangk rosupun dibawa lari
pihak pengguna maka perlu adanya suatu bentukakatethhukum yang mengatur
terhadap benda tersebut.

Kesepakatan yang ada di dalam akta jaminan fiduseangakibatkan
batalnya perjanjian pengikatan jaminanan besenjarpen pembiayaan, namun
kesepakatan tersebut sebagai wujud pengamanadderkaberadaan benda yang
dijadikan jaminan dan memberikan hak kepada penbl#nda untuk tetap
menggunakan benda tersebut meskipun kepemilikamhsierpindah tangan
kepada penerima fidusia.

Apabila diartikan secara literatur, bahwa setiagapgian yang didalamnya
terdapat syarat yang rusak maka perjanjian atad #&sebut rusak dengan

sendirinya. Begitu pula perjanjian pembiayamardhdi BMT Asy Syifa’ yang
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didalamnya terdapat perjanjian akta jaminan fidysiag dianggap batal karena
adanya syarat rusak didalam akad tersebut, makagakiatkan perjanjian
pembiayaanal gardh tersebut juga rusak dengan sendirinya. Namun dalam
bentuk apapun itu , secara faktanya perjanjiarelbertssangat memberi manfaat
bagi pihak pengguna pengguna dana maupun pihak BMT.

Berdasarkan analisa diatas dapat diberikan peaafdiahwa BMT Asy
Syifa’ tidak begitu meperhatikan apakah akad yampgldi dalam pengikatan
jaminan yang dilakukan. BMT Asy Syifa’ hanya men@gikan bagaimana dana
yang tersalurkan kepada anggota aman dan dapatakemdngan adanya
pengikatan jaminan tersebut. Maka praktek pengikgeinan yang dilakukan
BMT Asy Syifa’ dalam pembiayaaal qardhtersebut dapat dikatakan tidak jauh
berbeda dengan pengikatan jaminan kredit yang atlank konvensional. Oleh
karena itu, BMT Asy Syifa’ harus lebih memperhatikakad yang digunakan
dalam pengikatan jaminan tersebut, mengingat hgbetting yang harus
diperhatikan dalam sistem perekonomian Islam adaald atau perjanjian.

Akad menjadi bagian pertama setiap transaksi ekonilaka akad yang
dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksilderya dibuat secara benar
dan sesuai dengan ketentuan Syara’. Karena datladkaemua dapat dikatakan
sah atau tidak sah.

Mengenai pemanfaatan atas barang yang dijadikaimgansampai sekarang
para ulama masih berselisih pendapat mengenai peatan baik oleh pihak

penggadai maupun penerima gadai. Termasuk jugandpéngikatan jaminan
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secara fidusia yang dilakukan oleh BMT, dimana p#gastan barang diberikan
kepada pihak pemberi fidusia meskipun kepemilikaia aitangan penerima
fidusia. Namun pada kenyataannya pengikatan jamilegagan cara ini banyak

memberikan manfaat bagi pihak anggota maupun BiK.



